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WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

. bahwa, pelaksanaan pembangunan, adalah realisasi

RPIJM/RKPD atau kebijakan pemerintah lainnya dalam
wujud kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan
SKPD maupun yang dilaksanakan oleh kelurahan, melalui
kegiatan bantuan pemerintah yang memerlukan peran
serta masyarakat ;

. bahwa, pembangunan yang memerlukan peran-serta

masyarakat perlu diupayakan penguatan keberadaan
lembaga pemberdayaan masyarakat di kelurahan ;

. bahwa, berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pembangunan Partisipatif Kota Kediri.

. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara RI Tahun 1950 Nomor 45) ;



2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73
Tahun 2005 tentang Kelurahan ;

5. Peraturan Pemerintah -Republik Indonesia Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negra Nomor 4578) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Walikota Nomor iTahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri
Tahun 2005 - 2009.

tikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 414.2/2435/S],

tanggal 24 Nopember 2005 perihal Pedoman Umum
Pengelolaan Pembangunan Partisipatif.

2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 411.2/4827/206/2005
tanggal 30 Mei 2005 tentang Dana Sharing Pelaksanaan
Penerapan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif
(SMPP) Tahun Anggaran 2006.

3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 050/10672/022/2005
tanggal 9 Nopember 2005 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Secara Padat Karya.

MEMUTUSKAN

n : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF KOTA KEDIRI




Pasal 1

sembangunan partisipatif kota Kediri adalah sebagai

peningkatan peran serta masyarakat dalam proses  perencanaan,
n, monitoring dan evaluasi pembangunan kelurahan yang terintegrasi
zrogram pembangunan kota Kediri.

Pasal 2

sembangunan partisipatif kota Kediri adalah untuk :

wemingkatkan  peranserta masyarakat dalam  setiap tahapan  proses
gembangunan.

wencorong tumbuhnya kesadaran, dan tanggung jawab, serta keswadayaan
masvarakat dalam pelaksanaan maupun pemilikan pembangunan.

Pasal 3

n pembangunan partisipatif mencakup:

Se=ndekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang
serkepentingan terhadap pembangunan.

Sendekatan atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up), yaitu
siaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.
sendekatan Sosial Kondisional, yaitu pendekatan yang menitik-beratkan pada
senanggulangan atau perbaikan lingkungan fisik.

Pasal 4

ingkup dan jenis Kegiatan :

-

#.2ng lingkup pembangunan partisipatif, meliputi kegiatan pembangunan
s=ngan mengutamakan partisipasi masyarakat mulai tahap perencanaan,
»=zksanaan/pengelolaan, monitoring, sampai pelestariannya.




Jenis kegiatan pembangunan partisipatif, berupa pembangunan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan yang hanya memerlukan
teknologi sederhana.

Pasal 5

ip pengelolaan pembangunan partisipatif,

Pelaksanaan kegiatan dikelola oleh masyarakat secara langsung, dengan
pendampingan Tim Teknis Kecamatan dan pembinaan dari Tim Koordinasi
Kota Kediri ;

Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung-jawabkan baik secara teknis
maupun administratif ;

Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri
dalam wadah organisasi masyarakat.

Pasal 6
biayaan atas penyelenggaraan pembangunan partisipatif dibebankan kepada
Kota Kediri pada Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

bangun desa. Kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa (1.22.17.03)
swadaya masyarakat.

Pasal 7

lolaan dan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan partisipatif
ikuti peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.

Pasal 8
iran tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Partisipatif kota Kediri dan

formulir penatausahaan Pembangunan Partisipatif Kota Kediri tercantum
Lampiran I dan Lampiran II peraturan ini.






I. PENDAHULUAN

TAR BELAKANG

Oalam rangka memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang

@0 Desar dan beraneka ragam, sementara sumber daya yang terbatas baik
== kualitas maupun kuantitas, maka perlu disusun suatu kebijakan yang dapat
=gaxomodasi berbagai kebutuhan dan tuntutan tersebut. Oleh karena itu
s=xatan Pembangunan Partisipatif menjadi rujukan utama dalam upaya
==pai pembangunan berkelanjutan, yang ditandai oleh besarnya rasa memiliki
%=nggung jawab dari masyarakat.

Pembangunan partisipatif adalah program pembangunan yang bertumpu
=&ca masyarakat, dengan melibatkan sebesar mungkin peran masyarakat mulai
perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, hingga monitoring dan
sw=mbangannya. Pendekatan ini dimulai dengan keikutsertaan masyarakat
=02l pelaku utama (stakeholders) dalam proses perencanaan pembangunan,
2 masyarakat diyakini paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan,
& puar, sistem nilai, perilaku dan adat istiadat serta kebiasaan dilingkungannya.

Pembangunan partisipatif di kota Kediri, merupakan salah satu wujud
=oekatan  pembangunan  partisipatif yang menempatkan semua pelaku
=moangunan, termasuk kesetaraan gender, sehingga masyarakat menjadi
=« dan pelaku utama dari perencanaan, pengelolaan kegiatan sampai dengan
amtoring dan evaluasi pembangunan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pembangunan partisipatif di kota Kediri dimaksudkan, sebagai upaya
@=nngkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
Mentoring dan  evaluasi pembangunan  kelurahan yang terintegrasi dalam
JE=xsanaan program pembangunan kota.

Tujuan pembangunan partisipatif adalah, agar program pembangunan

W=rahan  yang aspiratif/partisipatif ~dapat terintegrasi dalam program
Semsangunan Partisipatif Kota Kediri : 1




@gunan  kota, melalui proses dan prosedur yang mengikutsertakan
at, sehingga pada masyarakat tumbuh rasa tanggungjawab dalam
3an dan pemilikan pembangunan.

“Jjuan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Weningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan masyarakat setempat,
S=ngga mampu menerapkan berbagai pendekatan, metode dan tehnik
menzjemen pembangunan (mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan
- monitoring dan evaluasi).

Weningkatkan  peranserta  masyarakat dalam setiap tahapan proses
Zembangunan.

Menghasilkan rencana/usulan kegiatan pembangunan kelurahan, yang akan
Sk=lola masyarakat sendiri.

Mendorong tumbuhnya kesadaran, dan tanggung jawab, serta keswadayaan
masyarakat dalam pelaksanaan maupun pemilikan pembangunan.

LINGKUP DAN JENIS KEGIATAN
Ruang Lingkup

Program ini merupakan kegiatan pembangunan untuk seluruh kelurahan,
: bentuk dan jumlah kegiatannya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
S=ngkan komponen kegiatannya mencakup: menunjang kegiatan pembangunan
an dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam

smoangunan.
Jenis Kegiatan

Pembangunan partisipatif, merupakan salah satu program pemberdayaan
daya kelurahan, dilakukan melalui kegiatan : Pembangunan dan
semelinaraan sarana dan prasarana kelurahan yang hanya memerlukan teknologi
ana (misalnya : jalan, saluran drainase, saluran irigasi, pertanian, pasar
ahan), yang ditunjang swadaya masyarakat dan melibatkan pekerja dari
ahan setempat.
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P PENGELOLAAN
“engelolaan dan penyaluran anggaran pembangunan partisipasi ini

n pada prinsip :
s=ruh kegiatan harus diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan
muczh dan terbuka.
Wasyarakat harus berperan aktif dalam seluruh proses / tahap pelaksanaan.
S=uruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis
maupun administratif.
=== kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri

~ s=am wadah organisasi masyarakat.

II. ORGANISASI.

KOORDINASI KOTA KEDIRI.

Tim Koordinasi Kota Kediri terdiri dari : Walikota Kediri selaku penanggung
om koordinasi diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan beranggotakan dari
Sadan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), Bagian Pembangunan,
Kesuangan, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
dan Camat, serta unsur Dinas Teknis terkait.

Tim Koordinasi Kota Kediri bertugas :
Menyusun Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif Kelurahan ;
Menetapkan alokasi plafon anggaran masing-masing kelurahan berdasarkan
~umusan jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah rumah tangga miskin ;
Meiakukan kegiatan sosialisasi / penyebarluasan informasi dan menyediakan
2212 tentang Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di tingkat kota ;
Meiakukan kegiatan pembinaan, kepada Tim Teknis Kecamatan ;
Memberi penilaian dan persetujuan atas usulan Rencana Kerja Kegiatan
=¥X), dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dari Tim Pelaksana Kegiatan
f£=lurahan ;
Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat

=eialui kecamatan ;
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Melaporkan perkembangan / hasil kegiatan kepada Walikota ;
Monitoring dan evaluasi.

TEKNIS KECAMATAN

Tim Teknis Kecamatan terdiri dari : Camat selaku penanggung jawab, tim
kecamatan diketuai oleh Kasi Pembangunan Kecamatan dan
=nogotakan dari unsur kecamatan dan dinas teknis terkait.

| Tim Teknis Kecamatan bertugas :

Melakukan kegiatan sosialisasi / penyebarluasan informasi dan menyediakan

22ta tentang Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di tingkat kecamatan :

Memberikan bimbingan teknis kepada Tim Peiaksana Kegiatan Kelurahan,

%=ntang Penyusunan Rencana Kerja Kegiatan (RKK), dan Rencana Anggaran

Seianja (RAB) berdasarkan harga setempat (kelurahan lokasi kegiatan) ;

Sertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang berasal dari APBD, dan

oerkembangan pelaksanaan kegiatan ;

Melakukan  monitoring/pengendalian dan evaluasi pelaksanaan setiap proses

=hap kegiatan ;

Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada

Walikota melalui Tim Koordinasi Kota Kediri ;

Menangani pengaduan masyarakat yang timbul di tingkat kecamatan.

TIM PELAKSANA KEGIATAN KELURAHAN

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pembangunan partisipatif di
kelurahan adalah Lurah. Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK)
“uk melalui musyawarah kelurahan, yang terdiri dari unsur LPMK, perangkat
nan, tokoh masyarakat, dan ormas yang lain.

Susunan TPKK meliputi : Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota,
diperlukan dapat dibentuk seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
“han anggota TPKK dengan memperhatikan kriteria mampu, jujur, dan

=

mencurahkan waktu untuk kegiatan.
Adapun tugas Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan adalah sebagai berikut:
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Zersama Pemerintah  Kelurahan, LPMK melakukan sosialisasi dan
senyebarluasan informasi di tingkat kelurahan ;

Melaksanakan musyawarah kelurahan untuk mempersiapkan pelaksanaan
%=giatan ;

Serpartisipasi dan mendorong masyarakat dalam penggalian gagasan
penyusunan rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran, serta partisipasi
masyarakat ;

Mengajukan Usulan RKK dan RAB sesuai hasil musyawarah kelurahan kepada
#alikota melalui Camat ;

Sertanggungjawab (membuat SPJ) atas penggunaan dana, dan operasional tim
«=lurahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan ;

Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada
#zlikota melalui Camat ;

2 Menangani pengaduan masyarakat yang timbul, di tingkat kelurahan

STRUKTUR ORGANISASI

TIM KOORDINASI

KOTA KEDIRI
TIM TEKNIS
KECAMATAN
LURAH TIM PELAKSANA KEGIATAN e : KELOMPOK
Dan LPMK KELURAHAN \‘_____' PROFESI
MASYARAKAT KELURAHAN
£=TERANGAN
:> Garis Koordinasi
- Garis Pengawasan
g Garis Bantuan / Informasi
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III. PELAKSANAAN
PERSIAPAN

Tahap persiapan meliputi :

. Pembentukan organisasi pengelolaan kegiatan di tingkat kota dan kecamatan ;

©  Sosialisasi secara berjenjang di tingkat kota dan kecamatan.

TAHAP PERENCANAAN

Tahap Perencanaan meliputi :

D1 tingkat kelurahan, :

Camat dan Lurah bersama dengan : LPMK mengadakan sosialisasi program
kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, wanita, RT/RW dan
elemen masyarakat lainnya, sekaligus musyawarah untuk pembentukan
Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK), dan penetapan jenis dan
besaran swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
partisipatif .

TPKK menyusun Rencana Kerja Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja
(termasuk jenis dan besaran swadaya masyarakat), dengan diketahui oleh
Ketua LPMK, dan pengesahan Lurah ;

Dalam penyusunan RKK dan RAB mendapat bimbingan teknis oleh Tim
Teknis Kecamatan ;

Dalam rangka mendapatkan hasil perencanaan yang optimal khususnya
pada jenis konstruksi, Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) harus
membuat rencana kerja yang memuat :

» Gambar teknis,

» Uraian perhitungan,

»~ denah lokasi, dan dokumentasi (foto) lokasi 0%,

» dan kelengkapan lainnya.

Baru kemudian disampaikan ke Tim Koordinasi Kota, melalui camat.
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“ngkat kecamatan

Tim Teknis Kecamatan melakukan verifikasi kelayakan atas rencana kerja
«=giatan dan rencana anggaran belanja, serta kelengkapan administrasi
yang diajukan TPKK.

» Tm Teknis Kecamatan memberi rekomendasi usulan RKK dan RAB yang
Zusulkan TPKK, baru kemudian menyampaikan kepada Walikota melalui

Tim Koordinasi Kota.

T Koordinasi Kota memberi penilaian dan menetapkan keputusan
sersetujuan atas usulan Rencana Kerja Kegiatan dan Rencana Anggaran
S=2nja yang diajukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan.

PELAKSANAAN
Tahap Pelaksanaan meliputi:
2 tingkat kelurahan, pada prinsipnya setelah selesai dilaksanakan persiapan
Zan perencanaan, yang ditandai dengan telah disetujuinya RKK dan RAB oleh
Walkota, maka TPKK sudah bisa melakukan pelaksanaan kegiatan dengan cara
mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat setempat.
=z-hal yang perlu diperhatikan TPKK, adalah :
+ TPKK menyiapkan kelompok kerja untuk pelaksanaan pekerjaan ;
| » TPKK menyiapkan dokumen administrasi secara lengkap dan memadai
sesuai peraturan yang berlaku ;
TPKK mengajukan usulan uang panjar kepada Bendahara Tim teknis
Kecamatan ;
¢ TPKK melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
¢ tingkat kecamatan, selama pelaksanaan kegiatan, melakukan monitoring
2an pengendalian pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan keuangan.

MEKANISME PENYALURAN ANGGARAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Adapun mekanisme pengusulan rencana kerja dan besarnya anggaran
2h sebagai berikut :

nan Partisipatif Kota Kediri T



Tm Pelaksana Kegiatan Kelurahan mengajukan permintaan uang panjar yang
@iampiri :
2 Usulan Rencana Kerja Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja yang telah

disetujui walikota.

R

Dokumen administrasi sesuai peraturan pengelolaan keuangan daerah

yang berlaku.

435 pengajuan permintaan uang panjar dari TPKK selanjutnya dilakukan
penguijian/verifikasi oleh Tim Teknis Kecamatan.

~ Anggaran untuk pelaksanaan pembangunan partisipatif berasal dari APBD Kota
fadiri dan swadaya masyarakat.

Anggaran pelaksanaan pembangunan partisipasif disalurkan kepada
w=urahan melalui kecamatan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pencairan Anggaran
Camat selaku pengguna anggaran kegiatan pembangunan partisipatif
dapat mencairkan anggaran dari APBD Kota Kediri dengan ketentuan sebagai
derikut :
3. Pencairan anggaran dilakukan secara bertahap, yaitu :

- Pencairan Tahap I, sebesar 50% dari total anggaran paket kegiatan yang
diajukan TPKK ;

- Pencairan Tahap II, sebesar 50% dari total paket kegiatan setelah
penggunaan anggaran tahap pertama untuk pelaksanaan kegiatan
mencapai 90%.

b. Pencairan anggaran melalui proses sesuai ketentuan peraturan pengelolaan

keuangan daerah yang berlaku.

1. Penyaluran Anggaran
2. Tahap Pertama (tahap I)

Jumlah anggaran yang dapat disalurkan adalah 50% dari total anggaran
paket kegiatan yang telah ditetapkan dengan menyerahkan kelengkapan
dokumen sebagai berikut :

1) Berita Acara Pembayaran dan Penyaluran Anggaran (BA-PPA);
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- Rencana Kerja Kegiatan (RKK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB);

= Kwitansi Penerimaan Tahap I;

% Surat Pernyataan Kesanggupan membayar Pajak atas pengunaan
anggaran Tahap I;

"

Kelengkapan tersebut diatas diserahkan dalam rangkap 3 (tiga).
Tahap Kedua (tahap II)

Jumiah anggaran yang disalurkan adalah 50% dari total anggaran paket
s=giatan. Penarikan Tahap Ke-2 hanya boleh dilakukan jika penggunaan
#nggaran Tahap Pertama untuk pelaksanaan kegiatan telah mencapai 90%,
Jengan memperhatikan realisasi pencapaian kegiatan, dan menyerahkan
w=lengkapan dokumen sebagai berikut:

1) Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ]) penggunaan anggaran
Tahap Pertama, yang terdiri dari :
a) Buku Kas Umum (BKU) penggunaan anggaran tahap I ;
b) Kuitansi pembayaran bermaterai cukup ;
c) Nota Pembelian barang ;
d) Tanda Bukti Setoran Pajak.
2) Berita Acara Pembayaran dan Penyaluran Anggaran (BA-PPA) ;
3} Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Proyek Tahap I (SP4 Tahap I) ;
4) Kwitansi Penerimaan Tahap II ;
5) Surat Pernyataan Kesanggupan membayar pajak penggunaan anggaran
tahap II ;
5) Kelengkapan tersebut diatas diserahkan dalam rangkap 3 (tiga).

MEKANISME PENCAIRAN .........c........
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MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN ANGGARAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KELURAHAN

APBD Kota Kediri

4 L

TIM KOORDINASI KOTA KAS DAERAH

@> TIM TEKNIS KECAMATAN

GAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KELURAHAN

Pengajuan anggaran @(> Koordinasi dan persetujuan
Aliran anggaran

PELAPORAN

“=iaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui
mbangan proses pelaksanaan kegiatan di kelurahan, mulai dari tahap
sapan, perencanaan dan pelaksanaan. Laporan kegiatan ini dilaksanakan
s jalur struktural, yaitu dimulai Tim Pelaksana Kelurahan menyusun dan
smpaikan laporan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan di
ya setiap tanggal 5 bulan berikutnya kepada Walikota melalui Tim
wanasi Kota Kediri.

S® TANGGUNG-JAWABAN KEGIATAN

Setelah kegiatan yang menjadi tanggung jawab TPKK selesai dilaksanakan,
sz TPKK menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kota
Se=or melalui Camat, dengan ketentuan sebagai berikut:

« Pekerjaan fisik diserahkan kepada Pemerintah Kota Kediri dengan
dilengkapi SP-4 (Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Proyek);
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RAAN DAN PENGEMBANGAN
S=mbangunan partisipatif kota Kediri pada dasarnya dalam rangka untuk
partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di wilayahnya

Selanjutnya untuk pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan menjadi
jawab masyarakat setempat, dan jika memungkinkan dilakukan

ngan lebih lanjut melalui swadaya masyarakat.

IV. MONITORING DAN EVALUASI

TOR KEBERHASILAN PROGRAM

«eberhasilan program pembangunan partisipatif kota Kediri, dapat dinilai
z=n memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

S=mua elemen masyarakat kelurahan dilibatkan dalam program ini mulai
Jersiapan,  perencanaan,  pelaksanaan dan  pengawasan,  hingga
s=ngembangan kegiatan pembangunan kelurahan.

“=ontas kegiatan ditentukan sendiri oleh kelurahan, berdasarkan kesepakatan
warga masyarakat di masing-masing kelurahan.

inogaran pelaksanaan pembangunan partisipatif diterima langsung oleh
masyarakat melalui Camat, sesuai usulan yang telah disetujui oleh Tim
foordinasi Kota Kediri.

~ I~formasi tentang rencana dan pelaksanaan program dapat diketahui oleh

anak-pihak terkait.
ORING

Monitoring dimaksud agar diperoleh gambaran tentang kesesuaian antara
w=2na dengan pelaksanaan, serta pencapaian indikator keberhasilan
sembangunan partisipatif .

Kegiatan yang harus dimonitoring mencakup :
. Penetapan sasaran ;
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BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
KELURAHAN : .cccciicessneen,
KECAMATAN : ..o,
KOTA R

Pada hari ini, ...c..ocoe. tangoal ... BUIBN ....covinaie 0T | (e telah
n Musyawarah Pembangunan Partisipatif Kelurahan ..............
- dan berlangsung sesuai dengan susunan acara pada

h  Pembangunan Partisipatif Kelurahan  dimaksud,  dipimpin
............... , dan dihadiri oleh ........... orang peserta, sebagaimana daftar
s=rsebut pada Lampiran II, yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

Deseqasi RT / RW SR S Orang
_msur Perangkat Desa/Kelurahan R S e Orang

W=kl dari kelompok—kelompok
cqatannya dalam skala Kelurahan,

. LPM Kelurahan -l N RO Orang
-~ Tokoh masyarakat SR IO S Orang
C L S — JC (RN S Orang

Setelah memperhatikan Suat Walkota Nomor 414/ /419.16/ 2007 tanggdl . .
2007, tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Partisipatif Kelurahan, serta paparan dari
Tare Kecamaan, telah disepakati beberapa hal sebagai berikut :
Seoekat dan sanggup untuk melaksanakan Pembangunan Partisipasi Kelurahan
.................... dari mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan,
:mgawasan dan pelestarian hasil pembangunan tersebut pasca pelaksanaan.
Semiihan dan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan untuk melaksanakan
w=aatan Pembangunan Partisipatif. (Lampiran III)
Senyusunan jadwal kegiatan Pembangunan Partisipatif Kelurahan.(Lampiran
N,

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang
s=uroouhnya, untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait.

Mengetahui,
$EPALA KELURAHAN ............... KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN
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. #=sanggung jawab
| Benasehat
L e
L W=l Ketua
Sewretaris

. Sendahara

L S=tompok Kerja I ¥)

foordinator
Anogota

BERITA ACARA
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

KELURAHAN : .... SRR SO e

KECAMATAN ! ..ol

KOTA - JRTPRSSE S
Pada hari ini, ............ tanggal .... bulan .............. tahun .......... telah
@nakan  Musyawarah Pembangunan Partisipatif Kelurahan ..............
s , dan telah disepakati Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan

» susunan sebagai berikut :

................................
.................................
................................
................................
................................

Pekerjaan.........cccoervnneee.
Lokasi RT .... RW ....

O | | D shesassvsiesiavaisiiees
&nggota Jie e tmra, ol

7 AP
$=ompok Kerja II Pekerjaan...........ccceeeeueee

Lokasi RT .... RW ....

--------------------------------

Demikian berita acara ini kami buat sesuai dengan keadaan yang
woguhnya, untuk diketahui dan dipergunakan oleh semua pihak yang terkait.

Kediri, . .............. 200
Mengetahui,
LEPALA KELURAHAN ............... KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN
- Meterangan *) :

Swsunan TPKK disesuaikan dengan
weswtuhan setempat, baik jumiah seksi
‘mewoun jumiah Pokja.
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KOP KECAMATAN / KELURAHAN

KEPUTUSAN .. .cooncununss
NOMOR : ... TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KELURAHAN....... s o
TIM TEKNIS KECAMATAN ...... PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

a. bahwa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pembangunan Partisipatif di kecamatan/kelurahan . . . . .
..... yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan,
tata laksana pendanaan, dan kualitas pengendalian di
bawah tanggung jawab . ... ... :

b. bahwa, dalam rangka mempertajam proses pelaksanaan
pembangunan  partisipatif yang  mengutamakan
pemberdayaan masyarakat sesuai kemampuannya, maka
perlu upaya peningkatan kualitas pengorganisasian dan
pengendalian sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dalam Keputusan . . . ... ..

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri
Tahun

A 1. Soeet Menteri Dalam Negeri RI Nomor
414.2/996.D/PMD, tanggal 22 Juli 2004  Perihal
Manajemen Pembangunan Partisipatif di Desa/Kelurahan
dan Kecamatan ;

2. Surat Walikota Nomor 414/. . ./419.61/2007 tanggal . .
Februari 2007 perihal Petunjuk Teknis Pembangunan
Partisipatif Kota Kediri.




3. Hasil Musyawarah Pembangunan Partisipatif Kelurahan .
....... padatanggal ........

MEMUTUSKAN :

Deangan Keputusan ini membentuk Tim Pelaksana
Kelurahan . . .. .. / Tim Teknis Kecamatan . . . ... ...
Tahin - : « s » , dengan susunan anggota sebagaimana
terlampir dalam keputusan ini.

Tim Pelaksana Kelurahan . . . . / Tim Teknis Kecamatan . ..
...... sebagaiamana dimaksud dalam diktum KESATU
Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

(mengutip tugas/fungsi sebagaimana termuat dalam
Lampiran I Surat Walikota tanggal . . Februari 2007 perihal
Petunjuk Teknis Pembangunan Partisipatif Kota Kediri)

Biaya akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri, serta
swadaya masyarakat. _

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan atau
berlaku selama satu tahun anggaran.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan
dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal @ ...... 200. .

KEPALA KELURAHAN / CAMAT




_ AMPIRAN I1-6

TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

KELURAHAN : LA ALl L]}

KECAMATAN : LA AL AR LR RN RERRERRLLL]]]

KOTA e

RECH, wcanan BT e 200

........................... Kepada :
Penting Yth. Bapak Walikota Kediri
1 (satu) eks. di
Persetujuan Renc Kerja TPKK KEDIRI
dan RAB.

Sehubungan dengan telah tercapainya kesepakatan
penyusunan Rencana Kerja Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja
dalam musyawarah Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan .................. :
Kecamatan ............. pada tanggal . . bulan ........... tahun 200 . .,
maka kami mengajukan permohonan persetujuan Rencana Kerja
Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja.

Sebagai bahan kelengkapan dokumen administrasi kami sertakan :

a. Gambar teknis

b. Denah Lokasi dan dokumentasi (foto) kondisi 0%.

c. Perkiraan jumlah partisipasi masyarakat kelurahan yang
ditetapkan dalam musyawarah.

Demikian permohonan ini kami buat dengan harapan agar
Rencana Kerja Kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja tersebut
mendapat persetujuan, dan anggaran tahap I dapat segera
tercairkan, guna kelancaran pekerjaan Pembangunan Partisipatif di
kelurahan kami.

L Vg 200. .
Wengetahui, Mengetahui,
L — KEPALA KELURAHAN ......... TIM PELAKSANA KEGIATAN
KELURAHAN
Ketua,













Nama Keglatan  Stmulan Pembangunan Desa

Nama Sub Keg : Misal Pavingisasi Jalan RT 5 RW 6
Nama TPPK -
lIJ\lo.t JENIS DAN RINCIAN BELANJA PAGU ?:G)GARAN REALISASI KEGIATAN (RP) ANgI(;.i:RPA?JGEJR
o P s.d. bulan lalu Bulan ini s.d. Bulan ini P)
1 2 3 4 5 6=4+5 7=3-6
1 __[Belanja Tenaga Kerja 5.000.000,00
- Ongkos Tukang 4.500.000,00
- _Upah Pengawas 500.000,00
1 |Belanja_Barang 10.500.000,00
- Semen 4.500.000,00
- Paving 5.000.000,00
- Pasir 1.000.000,00
Menyetujui Mengetahui Kelurahan ....... Tgl
Ketua Teknis Kecamatan G ) R S Ketua Tim Pelaksanan Kegiatan
(nama lengkap) (nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. NIP
CARA PENGISIAN:

. Kolom 1 diisi dengan nomor urut atas kegiatan

. Kolom 2 diisi dengan jenis dan rincian belanja atas kegiatan

. Kolom 3 diisi dengan pagu anggaran atas kegiatan yg disetujui

. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah realisasi kegiatan untuk pengeluaran s.d. bulan lalu

. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah realisasi kegiatan untuk pengeluaran bulan ini

. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah realisasi kegiatan untuk pengeluaran s.d. bulan ini
Kolom 7 diisi dengan jumlah rupiah saldo pagu anggaran.
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